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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR. 23/6/PB1/2021 DAN UNDANG-UNDANG

NOMOR. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Oleh
RAISYA QIANISA NABILLA

Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem pembayaran non-tunai
menjadi berbasis elektronik, melalui uang elektronik, memberikan kemudahan
dalam bertransaksi. Namun, menimbulkan dari kemudahan itu pastinya
menimbulkan risiko hukum, terutama terkait keamanan sistem dan perlindungan
data pribadi. Masalah yang muncul meliputi kebocoran data, kehilangan saldo
akibat kesalahan sistem, lemahnya mekanisme pengaduan serta hambatan dalam
pelaksanaannya sehingga Perlindungan hukum yang efektif diperlukan sesuai PBI
Nomor. 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk
menjamin hak konsumen

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif
analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan dan
pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi
kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran hukum yang
sistematis.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 27 dan Pasal 28 PBI
Nomor 23/6/PBI/2021 mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan data
pengguna dan bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan sistem sebagai
bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Sementara itu, Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 memperkuat hak subjek data pribadi serta mengatur sanksi
administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran. Namun, implementasi
kedua regulasi tersebut masih menghadapi hambatan, terutama terkait koordinasi
antar lembaga pengawas dan rendahnya kesadaran konsumen. Oleh sebab itu,
diperlukan harmonisasi kebijakan, penguatan pengawasan, serta peningkatan
edukasi digital guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan
dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna uang elektronik.

Kata Kunci: Konsumen; Perlindungan Data Pribadi; Perlindungan Hukum; Uang
Elektronik;



ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN ELECTRONIC MONEY
TRANSACTIONS BASED ON BANK INDONESIA REGULATION NO.
23/6/PB1/2021 AND LAW NO. 27 OF 2022 ON PERSONAL DATA
PROTECTION

By:
RAISYA QIANISA NABILLA

The development of digital technology has transformed non-cash payment systems
into electronic-based transactions through electronic money, providing greater
convenience for users. However, such convenience also gives rise to legal risks,
particularly with regard to system security and personal data protection. The
emerging problems include data breaches, loss of balance due to system errors,
weak complaint-handling mechanisms, and obstacles in their implementation.
Therefore, effective legal protection is required in accordance with Bank Indonesia
Regulation Number 23/6/PBI1/2021 and Law Number 27 of 2022 to safeguard
consumer rights.

This study constitutes normative legal research with a descriptive-analytical type.
The approaches employed are the statutory approach and the conceptual approach.
The data used consist of secondary data comprising primary, secondary, and
tertiary legal materials, obtained through literature review and analyzed
qualitatively by means of systematic legal interpretation.

The results of the study indicate that Articles 27 and 28 of Bank Indonesia
Regulation Number 23/6/PBI1/2021 require providers to maintain the confidentiality
of user data and to be responsible for losses resulting from system errors as forms
of both preventive and repressive legal protection. Meanwhile, Law Number 27 of
2022 strengthens the rights of personal data subjects and regulates administrative,
civil, and criminal sanctions for violations. Nevertheless, the implementation of these
two regulations still faces obstacles, particularly in relation to coordination among
supervisory authorities and the low level of consumer awareness. Therefore, policy
harmonization, strengthened supervision, and the enhancement of digital literacy
are necessary to achieve effective, fair legal protection and legal certainty for
electronic money users.

Keywords: Consumers; Personal Data Protection; Legal Protection; Electronic
Money;
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I.  PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 4.0 telah
membawa perubahan besar hampir dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk
di bidang ekonomi dan sistem keuangan. Era ini ditandai dengan
berkembangnya teknologi digital seperti kecerdasan buatan (Artificial
Intelligence/Al), Internet of Things (10T), big data, dan sistem otomatisasi yang
mengubah cara manusia bekerja, berinteraksi, dan bertransaksi. Dalam konteks
keuangan, transformasi ini mendorong lahirnya berbagai inovasi, salah satunya
sistem pembayaran digital berupa uang elektronik (electronic money) dan
dompet digital. Inovasi ini memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi
dalam melakukan transaksi, sekaligus menandai pergeseran pola masyarakat
dari penggunaan uang tunai menuju transaksi berbasis digital. Namun, dibalik
kemudahan tersebut, muncul pula tantangan baru yang perlu dihadapi,
khususnya terkait keamanan data pribadi, privasi pengguna, dan perlindungan

hukum bagi konsumen di era digital yang semakin kompleks.

Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2024
mencapai Rp835 triliun dan mengalami peningkatan sekitar 12% dibandingkan
tahun sebelumnya.! Sementara itu, transaksi melalui QRIS meningkat hingga
20% pada periode yang sama. Dari data tersebut menunjukkan adanya tren
positif bahwa masyarakat semakin terbiasa melakukan pembayaran digital, baik

untuk kebutuhan sehari-hari, transportasi, hingga transaksi bisnis lainnya.

! Bank Indonesia. (2024). Statistik sistem pembayaran indonesia. https://www.bi.go.id


http://www.bi.go.id/

Namun, perkembangan ini juga menimbulkan dampak negatif, khususnya
dalam aspek perlindungan konsumen. Risiko yang sering muncul meliputi
kebocoran data, penipuan online, kehilangan saldo, hingga lemahnya
mekanisme penyelesaian sengketa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) melaporkan sepanjang 2024 terjadi peningkatan lebih dari
15% laporan transaksi mencurigakan yang melibatkan instrumen uang
elektronik.? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat kerugian akibat
penipuan online mencapai Rp363 miliar, dengan lebih dari 33 ribu rekening
terindikasi kejahatan digital berhasil diblokir.® Fakta ini menunjukkan bahwa
seiring meningkatnya penggunaan uang elektronik, hal ini menunjukan

meningkatnya risiko kerugian bagi konsumen.

Selain itu, isu perlindungan data pribadi menjadi sangat krusial seperti Kasus
kebocoran data pengguna aplikasi pembayaran digital di Indonesia beberapa
tahun terakhir menunjukan rendahnya efektivitas pengawasan dan kepatuhan
penyelenggara sistem pembayaran.* Untuk menjawab persoalan tersebut,
pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-Undang ini memberikan payung
hukum baru dengan menegaskan hak-hak subjek data, kewajiban pengendali
data, serta sanksi bagi pelanggar. Meski demikian, pelaksanaan dari Undang-
Undang perlindungan data pribadi (UU PDP) telah menghadapi berbagai
hambatan, mulai dari kesiapan infrastruktur, kepatuhan penyelenggara, hingga

rendahnya kesadaran konsumen terkait hak-haknya.®

Di sisi lain, Bank Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai uang
elektronik melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI1/2021.
Regulasi ini mengatur perizinan, kewajiban penyelenggara, aspek keamanan

sistem, hingga mekanisme perlindungan konsumen.

2 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2024). Laporan tahunan
2024. https://www.ppatk.go.id

3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Laporan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan. https://www.ojk.go.id

4 tempo.co. (2023, mei 15). Kebocoran data pengguna dompet digital di indonesia.
https://www.tempo.co

> Rinjani, M. A, dan R. Firmansyah. “Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi
Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” 2024..


http://www.ppatk.go.id/
http://www.ojk.go.id/
http://www.tempo.co/

Sesuai Pasal 27 PBI Nomor 23/6/PBI/2021, penyelenggara uang elektronik
wajib menjaga kerahasiaan data konsumen agar terlindungi dari akses yang
tidak sah, dan Pasal 28 PBI Nomor 23/6/PBI1/2021 menegaskan tanggung jawab
penyelenggara atas kerugian akibat kesalahan sistem. Namun, praktik di
lapangan sering kali tidak sejalan dengan norma yang ada. Misalnya, banyak
pengguna dompet digital mengeluhkan keterlambatan transfer atau lambatnya
respon penyelenggara dalam menyelesaikan pengaduan.® Hal ini

memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan dan implementasi.

Dalam hal ini tantangan perlindungan hukum semakin nyata dengan munculnya
kasus-kasus aktual. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) pada semester | tahun 2025 melaporkan transaksi judi online melalui
dompet digital mencapai Rp1,6 triliun, dengan lebih dari 12,6 juta kali

transaksi.’

Kasus serupa yang sudah terungkap di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di
mana lima orang pelaku menggunakan akun e-wallet untuk menyetor dana ke
situs judi online sebelum akhirnya ditangkap polisi.2 Fakta tersebut
memperlihatkan bahwa uang elektronik tidak hanya memberi kemudahan,
tetapi juga berpotensi besar disalahgunakan sehingga merugikan konsumen

sekaligus menimbulkan tantangan bagi regulator.

Kajian akademis juga menguatkan temuan tersebut. Beberapa penelitian
mengindikasikan pemegang e-money masih berada pada posisi lemah ketika
berhadapan dengan pelaku usaha, khususnya saat mengajukan klaim ganti rugi.®
Selain itu, terdapat celah regulasi dalam perlindungan data konsumen pada

layanan fintech, termasuk uang elektronik, sehingga konsumen sering

® CNN Indonesia. (2024,Juni 20). Keluhan Konsumen Dompet Digital Terkait
Keterlambatan Transfer. https://www.cnnindonesia.com

7 Detik.Com. (2025, Juli 2). Transaksi Judol Melalui E-Wallet 12,6 Juta Kali, Nilainya Rp
1,6 T. https://www.detik.com

8 Harian Jogja. (2025, Juli 10). Polda DIY Grebek Markas Judi Online Di Banguntapan
Bantul, 5 Orang Ditangkap. https://jogjapolitan.harianjogja.com

° Sudarsono, M. “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money)
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”
Jurnal Wawasan Yuridika 29, No. 2 (2013), him. 896-907..


http://www.cnnindonesia.com/
http://www.detik.com/

dirugikan penelitian ini menekankan perlunya,’® optimalisasi kebijakan
perlindungan konsumen dalam penggunaan dompet virtual di era digital.'!
Lebih baru lagi, ditemukan adanya hambatan implementasi Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, mulai dari lemahnya

koordinasi antar lembaga hingga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.*?

Menurut Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada
tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun presentasi internet nasional telah
mencapai 79,5% kesadaran masyarakat terkait keamanan digital masih
rendah.’® Banyak pengguna uang elektronik tidak memahami prosedur
pengaduan atau hak-haknya, bahkan enggan menempuh jalur hukum ketika
mengalami kerugian. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen telah memberikan jaminan atas hak kenyamanan,

keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk dan jasa.

Dengan demikian, meskipun regulasi telah tersedia, baik melalui PBI Nomor
23/6/PBI1/2021 maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, keduanya
sering berjalan sendiri-sendiri. Belum ada kajian yang mendalam mengenai
bagaimana kedua aturan tersebut dapat saling melengkapi atau justru
menimbulkan tumpang tindih. Inilah yang menjadi celah sekaligus research
gap penting bagi penelitian hukum di bidang perlindungan konsumen uang

elektronik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi
“Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Uang Elektronik
Berdasarkan PBI Nomor 23/6/PB1/2021 dan Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”.

10 Benuf, K., S. Mahmudah, dan E. A. Priyono. “Perlindungan Hukum terhadap Keamanan
Data Konsumen Financial Technology di Indonesia.” Refleksi Hukum: Jurnal limu Hukum 3, No. 2
(2019), him. 145-160.

1 Pebriyanti, W., dan A. Atsar. “Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam
Penggunaan Dompet Virtual di Era Digital.” Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) 7, No. 1 (2021),
him. 83-95

12 Rinjani, M. A., dan R. Firmansyah. “Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi
Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” 2024..

13 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Laporan Survei
Presentasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2024. Jakarta: APJII.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

1.

Bagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 PBI Nomor 23/6/PBI1/2021
dalam transaksi uang elektronik?

Bagaimana bentuk perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi
uang elektronik menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 20227

Apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen
dalam transaksi uang elektronik berdasarkan PBI Nomor 23/6/PBI/2021 dan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perlindungan data pribadi konsumen dalam

penggunaan uang elektronik. Aturan yang dijadikan rujukan utama adalah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang penyelenggara jasa

pembayaran dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan

data pribadi, Lingkupnya meliputi:

a. Ruang lingkup bidang ilmu hukum

Penelitian ini berada dalam lingkup hukum keperdataan, khususnya
mengenai hukum perlindungan konsumen dan hukum telematika, terutama
pada aspek perlindungan data pribadi konsumen dalam sistem pembayaran
digital.

Ruang lingkup objek

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen
dalam transaksi uang elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor 23/6/PBI1/2021 tentang penyelenggara jasa pembayaran
dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data
pribadi. Fokus penelitian diarahkan pada analisis peran kedua regulasi
tersebut dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen
dan jaminan keamanan data pribadi dalam transaksi uang elektronik di

indonesia.



1.4 Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis pengaturan transaksi uang elektronik menurut PBI
Nomor 23/6/PBI/2021,khususnya kewajiban penerbit dalam menjaga
kerahasiaan data dan tanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan sistem

2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan data pribadi konsumen dalam

transaksi uang elektronik menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

3. Untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi konsumen, harmonisasi, dan

efektivitas implementasi kedua regulasi dalam praktik

1.5 Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan praktis sebagai

berikut;

1. Kegunaan Teoritis

a.

Menambah kajian keilmuan di bidang hukum keperdataan,
khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi digital
Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori

perlindungan hukum konsumen di era digital.

2.  Kegunaan Praktis

a.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai konsumen
mengenai hak-haknya dalam penggunaan uang elektronik

Menjadi bahan masukan bagi bank indonesia, pelaku usaha

penyelenggara jasa keuangan (PJP), dan regulator lainnya

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

perlindungan data pribadi dan transaksi digital.



Il.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh negara dan
sistem hukum guna memberikan jaminan kepastian, rasa nyaman, dan keadilan
kepada masyarakat agar hak-hak mereka tidak dirugikan. Perlindungan hukum
ini tidak hanya meliputi pengaturan dan pemberian sanksi secara formal, tetapi
juga menjamin pelaksanaan hak secara nyata dan efektif, khususnya dalam
konteks perlindungan hak konsumen dan penyelenggaraan transaksi elektronik
yang semakin berkembang.'*

Menurut Ahmad Haris dan Levina Yustitianingtyas memberikan gambaran
bahwa perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman hukum yang mengacu
pada pemberian jaminan agar bebas konsumen memperoleh hak atas produk
dan layanan yang sesuai dengan informasi, bebas dari perlakuan yang
merugikan, serta dilindungi dari praktik penipuan di era transaksi elektronik dan
e-commerce. Hal ini menegaskan fungsi hukum sebagai pelindung konsumen

di tengah perubahan dunia perdagangan modern.®

Sementara, Yeheskiel Januar Adam Dan Timothy Joseph Inkiriwang (2025)
menegaskan perlindungan hukum dalam ranah teknologi finansial, khususnya
mengenai saldo untuk uang elektronik, sebagai kebutuhan krusial untuk menjaga
keamanan dana masyarakat dan memberikan mekanisme pemulihan jika terjadi
kehilangan akibat kesalahan sistem,peretasan, atau penyalahgunaan.

Perlindungan ini mencakup aspek hukum materiil dan prosedur yang harus

14 Ahmad Haris dan Levina Yustitianingtyas, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap
Transaksi E-commerce Pada Penjualan Barang Palsu," Academos: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial
3, No. 2 (2024): him. 67-70, diakses 13 Oktober 2025,

13 Ibid., him. 67-70.



dipenuhi oleh penyelenggara jasa keuangan (PJP) dan regulator agar terwujud
kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital. Dengan demikian,
perlindungan hukum menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan sosial dan
mendorong perkembangan ekonomi berbasis teknologi yang sehat serta
berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas perlindungan hak
setiap individu dalam masyarakat modern.*®
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum
Tujuan Perlindungan hukum pada dasarnya adalah untuk menciptakan keadilan.
Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur
serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan
hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan
keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki
tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai
dengan cita hukum (Rechtsidee) di dalam negara hukum (Rechtsstaat), dan
bukan negara kekuasaan (Machtstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan
kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:
Ishag, menyatakan bahwa:*’
a. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit);
b. Kemanfaatan Hukum (Zweckmassigkeit);
c. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit); dan
d. Jaminan Hukum (Doelmatig Keith).
2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum
Terkait unsur-unsur yang terdapat dalam perlindungan hukum, menerangkan
terdapat unsur yang dapat dikatakan aparat yang berwenang telah melakukan
perlindungan hukum di antara nya.
a. Perlindungan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.
b. Adanya pemberian jaminan yang pasti dari pemerintah.

c. Adanya suatu hubungan terkait hak-hak masyarakat

6 Yheskiel Januar Adam dan Timothy Joseph Inkiriwang, “Perlindungan Hukum Atas
Saldo Uang Elektronik yang Hilang," LEX PROSPICIT 3, No. 1 (2025): him. 18-26, diakses 13
Oktober 2025.

17 Ishaq, Dasar-Dasar llmu Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), him.117.



d. Adanya sanksi atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan.*®

2.1.4 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua

macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Secara bahasa, kata “preventif” berasal dari bahasa latin praevenire yang
berarti “mencegah” atau”mengantisipasi sebelum sesuatu terjadi”. Dalam
konteks hukum, perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan
untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa sebelum
keputusan atau tindakan resmi pemerintah bersifat final.°
Secara umum, perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan ruang
bagi masyarakat atau subjek hukum untuk mengajukan keberatan, pendapat,
atau masukan sebelum keputusan pemerintah diberlakukan secara definitif.
Upaya preventif ini berfungsi sebagai pengendalian sosial yang membuat
pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat keputusan, sehingga dapat
meminimalisir potensi konflik atau pelanggaran hukum.
Beberapa contoh perlindungan preventif adalah penyuluhan, himbauan,
anjuran dari pejabat atau lembaga berwenang, serta penerapan larangan dan
sanksi tertulis dalam peraturan yang berlaku. Meskipun perlindungan
preventif ini belum mendapat regulasi khusus di indonesia, bentuknya sudah
banyak diterapkan sebagai langkah preventif dalam berbagai bidang
hukum.?

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Kata “represif’ berasal dari kata “press” yang berarti “menekan” atau
“bertindak”. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum represif adalah

bentuk perlindungan yang dilakukan setelah pelanggaran atau sengketa

18 Rikha Y. Siagian, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Penjualan Telephone
Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell” (Disertasi Doktor, Universitas Internasional Batam, 2020).

19 PT justika siar publika "Upaya Preventif dalam Penegakan Hukum," HukumOnline, 11
Agustus 2023, diakses 13 Oktober 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-
[t63e0813b74769/

20 Edi purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab," Jurnal
Magister lImu Hukum DEKRIT 13, No. 1 (2023), him. 120-121, diakses 13 Oktober 2025.



https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/
https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/
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terjadi dengan menggunakan mekanisme penegakan hukum, seperti
pemberian sanksi pidana, perdata atau administrasi terhadap pelanggar.?
Perlindungan hukum represif berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa
dan pemulihan hak yang dirugikan. Mekanisme ini biasanya melibatkan
proses hukum di pengadilan dan pemberian hukuman, seperti denda,
penjara, atau hukuman lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Meskipun menjadi bagian penting dari sistem hukum,
perlindungan represif sering menghadapi berbagai kendala seperti lamanya
proses dan akses masyarakat ke sistem yang terbatas.??

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.
Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan
bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, Upaya represif adalah
rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan,
pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang
pengadilan.®

Jenis-jenis tindakan represif yang mana terbagi atas:

1) Tindakan pribadi, seperti wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat
kepada pelanggar hukum.

2) Tindakan institusional, contohnya pengawasan dari institusi atau
lembaga.

3) Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2L Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Represif dalam
Ketenagakerjaan," Jurnal Privat Law 6, No. 2 (Juni 2023), him. 120-126, diakses 13 Oktober 2025.

2 Febri susiantika, "Masalah dan Tantangan dalam Perlindungan Hukum
Represif," Repository Universitas Sriwijaya, 2023, diakses 13 Oktober 2025,

2 Hukumonline. “Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum.”
Hukumonline.com, 2024. Diakses 21 September 2025.
https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/
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4) Tindakan Tidak Resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan
tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah sanksi sosial
berupa pengucilan dari masyarakat setempat.?*

2.1.5 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(UUPK) mengatur hak konsumen, yaitu:?®

1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik
kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.

2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar dan

3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan
yang dihadapi.

Apabila konsumen benar-benar dilindungi, maka hak-hak konsumen harus

dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak

konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Dalam pasal 2 Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK), dinyatakan

bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha

bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Prinsip manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus
memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
keseluruhan.

2. Prinsip keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil.

3. Prinsip keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah

4. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen

24 |bid.,

25 Ahmadi Miru, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia,”
Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, him 140
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dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang digunakan.

Prinsip kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, dimana negara

dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

Melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan

perlindungan hukum bagi konsumen, yang telah dijelaskan di dalam Pasal 3

undang-undang perlindungan konsumen yaitu:

1.

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri.

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informas.

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya dan
bertanggung jawab dalam berusaha.

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,

dan keselamatan konsumen.

Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara

bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum

bagi konsumen. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi

konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1.

2.

Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara
pelaku usaha dan konsumen.
Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh

negara atau swadaya masyarakat.
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3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi
konsumen,

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum

bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan

kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di

dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.

Penerapan peraturan hukum perlindungan konsumen seringkali merefleksikan

ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Secara

historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis
sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi

kepentingan konsumen.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Transaksi Elektronik

2.2.1 Pengertian Konsumen Menurut UUPK

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen adalah:
“setiap orang, pemakai barang dan/ jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain,

dan tidak untuk diperdagangkan”.

Namun demikian, pengertian konsumen menurut undang-undang perlindungan

konsumen (UUPK) secara umum dapat terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat
barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;

2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang
dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau
untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial.

Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.

26 Abul Halim Barkatullah, Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di
Indonesia (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), him.8.



14

3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/ atau pemanfaat barang
dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah
tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir
inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam undang- undang
perlindungan konsumen (UUPK) tersebut. Selanjutnya apabila digunakan
istilah konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen (UUPK)
maupun aturan-aturan lain dalam hubungannya dengan perlindungan

konsumen, maka yang dimaksudkan adalah konsumen akhir.

Perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah syarat “tidak untuk
diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai “konsumen akhir” (end/ ultimate
consumer), dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara (intermediate
consumer) Selain sebagai pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat, yang
termasuk pengertian konsumen antara lain: pembeli barang/jasa, termasuk
keluarga dan tamu-tamunya, peminjam, penukar, pelanggan atau nasabah,

pasien, klien dan sebagainya.?’

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen, menegaskan sembilan hak utama konsumen antara lain:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa.

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan.

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa.

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan.

27 Yessy Kusumadewi,  Hukum Perlindungan Konsumen , (yogyakarta: Lembaga
Fatimah Azzahrah: 2022), him. 20-22
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e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f.  hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya.

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya

Sementara itu, Pasal 5 UUPK juga mengatur kewajiban konsumen antara

lainnya:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa.

c. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen tidak hanya menuntut

tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga kesadaran hukum dari konsumen

sendiri agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Konsep perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya merupakan
manifestasi dari asas keadilan dan keseimbangan dalam hukum perdata. Dalam
konteks kontrak, asas ini tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang- Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, asas
kebebasan berkontrak tersebut tidak boleh dimaknai secara mutlak, karena

tetap dibatasi oleh asas kepatutan, kebiasaan, dan ketertiban umum.

Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, kedudukan hukum tidak
seimbang karena pelaku usaha memiliki kekuatan ekonomi dan informasi yang

lebih besar. Oleh karena itu, intervensi negara dalam bentuk regulasi
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seperti UUPK, UU ITE, dan peraturan perlindungan data pribadi menjadi
wujud nyata dari perlindungan hukum preventif.

2.2.3 Konsep Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Transaksi elektronik merupakan bentuk perbuatan hukum yang dilakukan
menggunakan sistem elektronik, baik dalam ranah publik maupun privat.
Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan
bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan
transaksi konvensional. selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal
1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek
tertentu, dan causa yang halal.?8

Undang-Undang ITE telah menegaskan beberapa prinsip penting, diantaranya:

1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan
tanda tangan basah, selama memenuhi persyaratan autentikasi dan
keamanan

2) Kontrak elektronik yang dituangkan dalam perjanjian elektronik bersifat
mengikat para pihak sebagaimana kontrak di tulis konvensional

3) Dalam transaksi lintas batas, para pihak memiliki kebebasan untuk
menentukan hukum yang berlaku, sejalan dengan asas kebebasan

berkontrak.

selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mengatur bahwa
transaksi elektronik wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, itikad baik,
dan keandalan sistem. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk menjamin

keamanan, keabsahan, dan keutuhan informasi dalam setiap proses transaksi.

28 D. A. Artanti dan M. W. Widiatno, “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18
Ayat (1) UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia,” JCA of Law 1, No. 1 (2020)..
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Namun, dalam prakteknya pelaksanaan transaksi elektronik masih
menimbulkan berbagai permasalahan, dalam hal ini pemerintah sudah berusaha
memberikan perlindungan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP
PSTE) yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan konsumen yang seringkali berada pada posisi lemah dibandingkan

dengan pelaku usaha.?®

Dengan demikian, transaksi elektronik bukan hanya persoalan teknologi dan
efisiensi, tetapi juga persoalan hukum yang menyangkut tanggung jawab,
keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum di dunia digital.

2.2.4 Karakteristik Uang Elektronik ( Server Based & Chip Based)

Uang elektronik merupakan instrumen pembayaran nontunai yang nilainya
tersimpan dalam media elektronik, baik berupa chip maupun server. Menurut
Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI1/2021 menyatakan bahwa uang
elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada
penerbit, disimpan secara elektronik, serta bukan merupakan simpanan yang
dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS). Dengan demikian, uang
elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis yang lainnya
seperti tabungan, deposito, atau giro.

1. Uang elektronik chip based

Jenis ini dikenal juga sebagai stored value card, yaitu nilai uang yang disimpan
dalam sebuah chip (integrated circuit) yang tertanam pada kartu plastik.
Transaksinya dilakukan dengan cara menempelkan atau memasang kartu ke

reader tertentu, kemudian saldo akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi.*

2 E. S. Priowirjanto, “Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia
Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen,” Padjadjaran Jurnal llmu Hukum (Journal of Law)
1, No. 2 (2014), him. 9.

30 Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran,”
Yuridika 32, No. 1 (2017), him. 134-145.
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Karakteristik utama dari chip based antara lain:

1) Nilai uang tersimpan dalam kartu (chip)

2) Transaksi dapat dilakukan secara offline tanpa koneksi internet

3) Praktis digunakan, misalnya untuk pembayaran tol, transaksi umum, atau
parkir.

Jika kartu hilang atau rusak, saldo yang tersimpan biasanya tidak dapat

dikembalikan karena tidak tercatat dalam server.

Contohnya seperti mandiri e-money, BRI Brizzi, BCA Flazz, dan BNI

Tapcash.!

2. Uang elektronik server based

Berbeda dengan chip based, uang elektronik server based menyimpan saldo

pada server penerbit, bukan pada kartu. Dimana pengguna dapat mengakses

saldo melalui smartphone, aplikasi, atau website lainnya.

Karakteristik utama server based antara lain:

1) Nilai uang tersimpan di server penerbit

2) Transaksi dilakukan secara online, dan memerlukan koneksi internet.

3) Mendukung integritas dengan akun bank dan dapat diisi ulang (top-up)

melalui transfer, ATM, atau merchant.

4) Keamanan relatif lebih tinggi karena sistem otentikasi (PIN, OTP) serta

catatan transaksi tersimpan pada server.

5. Jika perangkat hilang, saldo masih bisa diakses kembali karena terhubung
dengan akun pengguna.?

Contohnya : OVO, GoPay, DANA, dan LinkAja.

Perbandingan dan Implikasi uang elektronik( server based & chip based)

Kedua jenis uang elektronik ini sama-sama memberikan fungsi sebagai alat

pembayaran nontunai yang tujuan nya mempermudahkan masyarakat dalam

bertransaksi, khususnya untuk pembayaran yang bernilai kecil hingga

menengah. Meskipun begitu terdapat perbedaan di antara keduannya:

31| Kadek Ary Astrawan, | Nyoman Putu Budiartha, And Ni Made Puspasutari Ujianti,
“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi
Non Tunai,” Jurnal Interpretasi Hukum 2, No. 2 (2021), him. 366-371.

32 Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran,” him.
139.
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1. Chip based unggul dari sisi kecepatan transaksi karena dapat dilakukan
secara offline, tetapi lebih berisiko jika kartu hilang.

2. Server based lebih aman karena saldo tersimpan pada server, meskipun
memerlukan jaringan internet.

Perkembangan penggunaan uang elektronik di indonesia menunjukan

kecenderungan masyarakat beralih ke pembayaran non tunai yang praktis,

cepat, efisien. Hal ini sejalan dengan kebijakan bank indonesia untuk

mendorong terbentuknya cash society.*

2.3 Tinjauan Umum Tentang Uang Elektronik
2.3.1 Definisi Uang Elektronik Menurut PBI Nomor 23/6/PB1/2021

Uang elektronik (electronic money) di definisikan sebagai alat pembayaran

yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit,

Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip

digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan

penerbit uang elektronik tersebut, Dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh
penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang yang mengatur mengenai perbankan.

Jenis-Jenis Uang Elektronik Menurut bank indonesia yang mengacu pada

peraturan Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik e-money dapat

dibagi menjadi bentuk yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:®*

1. Berdasarkan medianya uang elektronik memiliki media elektronik yang
berfungsi sebagai penyimpan nilai uang (monetary value) dibagi menjadi
dua jenis, yaitu:

a. Uang elektronik yang nilai uangnya selain terdaftar di media elektronik
yang dikelola oleh penerbit juga dicatat di media elektronik yang
dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang

atau pemilik dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu

33 1bid., him. 136.

34 Choiril Anam, E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Jurnal
Qawanin, Vol. 2, No. 1, (Januari 2018), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, him. 100
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atau dalam bentuk perangkat lunak yang disimpan pada hard disk dalam
komputer pribadi. Dengan sistem berlangganan ini, transaksi
pembayaran menggunakan uang elektronik dapat dilakukan secara
offline dengan mengurangi nilai uang elektronik langsung ke media
elektronik yang dikelola oleh pemilik.

Uang elektronik yang nilai uangnya dicatat hanya di media elektronik
yang dikelola oleh penerbit saja. Dalam hal ini, pemegang memiliki
akses ke penggunaan nilai uang elektronik oleh penerbit. Dengan sistem
pendaftaran seperti ini, transaksi pembayaran menggunakan uang
elektronik hanya dapat dilakukan secara online dimana nilai uang
elektronik tersebut tercatat pada media elektronik yang dikelola oleh

penerbit dan akan berkurang secara langsung.

2. Berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit

uang elektronik dibagi menjadi:

a.

Uang elektronik registered, merupakan uang elektronik yang data
identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit uang elektronik.
Dalam kaitan ini,penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah
dalam menerbitkan uang elektronik registered. Batas maksimum nilai
uang elektronik yang tersimpan pada media chip atau server atau jenis
registered adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Uang elektronik unregistered, merupakan uang elektronik yang data
identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit uang
elektronik. Batas maksimum nilai uang elektronik yang tersimpan pada
media chip atau server untuk jenis unregistered adalah Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah).

3. Berdasarkan periode validitas media uang elektronik masa berlaku

medianya, uang elektronik dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a.

Reloadable. Uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang
elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, jika
periode validitas selesai atau habis dan nilai uang elektronik telah habis
digunakan, maka uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali

dengan cara melakukan pengisian ulang atau top up.
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Disposable. Uang elektronik dengan bentuk sekali pakai adalah uang
elektronik yang tidak dapat diisi ulang jika periode validitas selesai dan
nilai uang elektronik telah habis digunakan, maka uang elektronik

tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk mengisi ulang.

4. Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya uang elektronik dibagi menjadi

dua bentuk,yaitu:

a.

Single Purpose, adalah uang elektronik yang digunakan untuk
membayar kewajiban yang timbul dari jenis transaksi ekonomi tertentu,
misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk membayar
biaya tol saja atau uang elektronik hanya dapat digunakan untuk
membayar transportasi umum saja.

Multi Purpose, seperti namanya yakni multi yang berarti banyak. Hal
ini menegaskan bahwa uang elektronik tersebut dapat digunakan untuk
melakukan berbagai macam pembayaran atas kewajiban pemegang
kartu untuk berbagai hal yang mereka lakukan. Contohnya adalah uang
elektronik dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti
menggunakannya untuk membayar ongkos angkutan umum, juga dapat
digunakan untuk membayar panggilan telepon, jasa transportasi,
transfer, pembayaran di supermarket kecil dan jenis lainnya dengan

cukup menggunakan satu kartu saja.

5. Berdasarkan basis teknologi yang digunakan uang elektronik atau e-money

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Uang elektronik dengan chip. Uang elektronik berbasis chip yang nilai

uangnya disimpan dalam sarana chip. Verifikasi transaksi lebih cepat
karena berbasis offline atau secara langsung. Jenis ini sangat cocok
sebagai alat pembayaran masal dengan nilai transaksi yang rendah namun

frekuensinya tinggi seperti pembayaran tiket kereta api, parkir, tol.

b. Uang elektronik berbasis server (server based). Uang elektronik berbasis

server yang nilainya disimpan di server penerbit. Verifikasi transaksi

cenderung lebih lambat karena bersifat online untuk penerbit. Kurang
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cocok sebagai metode pembayaran massal, tetapi lebih cocok untuk
pembayaran mikro/kecil lainnya.

2.3.2 Kewajiban Penyelenggara Jasa Keuangan (PJP)

Penyelenggara jasa keuangan (PJP) di indonesia, yang terdiri dari penerbit
(pihak menerbitkan uang elektronik) dan pihak terkait lainnya (seperti
Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir), dan
mengemban serangkaian kewajiban yang ketat. Kewajiban ini diatur oleh Bank
indonesia (BI), sebagai otoritas sistem pembayaran, untuk menjamin
keamanan, keandalan, dan perlindungan konsumen. Regulasi utama yang
menjadi acuan adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI1/2021

tentang uang elektronik yang merupakan terakhir PBI sebelumnya.

Kewajiban-kewajiban utama tersebut meliputi:
1. Keamanan sistem (SOP, autentikasi dua faktor)

Penyelenggaraan uang elektronik wajib menggunakan sistem yang aman

dan andal serta secara berkala memelihara, meningkatkan keamanan

teknologi, dan/atau mengganti infrastruktur dan sistem uang elektronik
dengan yang lebih aman. Hal ini mencakup:

a)Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis ((Standard Operating

Procedure) untuk penyelenggaraan kegiatan uang elektronik).

b) Menerapkan standar keamanan transaksi, seperti penggunaan
autentikasi paling sedikit 2 (dua) faktor (two factor authentication),
untuk meningkatkan standar keamanan transaksi.

¢) Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna dan data transaksi.®

2. Pengelolaan dana float (pencatatan, aset aman, top-up)
penyelenggara jasa keuangan (PJP), khususnya penerbit, memiliki kewajiban
terkait pengelolaan dana yang disetor pengguna (dana float):

a) Melakukan pencatatan dana float pada pos kewajiban segera atau rupa-

rupa pasiva.

% Edi Muhammad dan Eka Putra, “Urgensi Pengaturan Sistem Keamanan dalam
Penyelenggaraan Uang Elektronik,” Jurnal Hukum dan Teknologi 7, No. 1 (2023), him.45-47.
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b) Menempatkan dan float dalam bentuk aset yang aman dan likuid untuk
memastikan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban kepada
pemegang uang elektronik.

c) Melarang penetapan minimum nilai uang elektronik,menahan atau
memblokir nilai uang elektronik secara sepihak, dan/atau mengenakan
biaya pengakhiran penggunaan uang elektronik (redeem).

d) Memastikan bahwa nilai uang yang disetorkan ke dalam uang elektronik
harus dapat digunakan atau di transaksikan seluruhnya sampai bersaldo
nihil %

3. Perlindungan konsumen (informasi, penggunaan Rupiah)
Aspek penting lainnya adalah kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan
terhadap pengguna:

a) Menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan
terorisme (APU & PPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b) Menerapkan prinsip perlindungan konsumen, antara lain dengan
menyediakan informasi yang memadai kepada konsumen mengenai

uang elektronik yang diselenggarakan.

c)Menggunakan mata uang Rupiah untuk transaksi pembayaran yang

dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.®’
4. Pelaporan dan perizinan (izin Bl, laporan berkala)

a) Setiap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara wajib terlebih

dahulu memperoleh izin dari bank indonesia.

b) Wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemrosesan transaksi
pembayaran kepada bank indonesia, baik laporan berkala maupun

insidental.3®

3 Sri Wahyuni, “Pengelolaan Dana Float pada Uang Elektronik: Studi Kebijakan Bank
Indonesia, ” Majalah Keuangan dan Perbankan 16, No. 3 (2022), him. 112-115.

37 Dian Puspita dan Agus Salim, “Perlindungan Konsumen dan Kepatuhan Regulator
dalam Sistem Pembayaran Digital, ” Jurnal Perlindungan Konsumen 5.2 (2021), him. 82-85.

3% Rika Anggraini, “Perizinan dan Pelaporan Penyelenggara Uang Elektronik di
Indonesia, ” Jurnal Sistem Pembayaran 4, No. 1 (2020) him. 66-70.
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Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Digital,
yang menegaskan bahwa penyelenggara sistem pembayaran wajib menjaga

integritas dan kerahasiaan data pengguna.*®

2.3.3 Perlindungan Hukum bagi Pengguna Uang Elektronik

Perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dilakukan melalui dua
pendekatan: preventif dan represif Perlindungan preventif diwujudkan melalui
kewajiban penyelenggara untuk menerapkan sistem keamanan berlapis,
edukasi konsumen, serta penyediaan informasi yang transparan. Sedangkan
perlindungan represif muncul ketika terjadi pelanggaran, di mana konsumen

berhak mengajukan pengaduan dan memperoleh ganti rugi.

Hal ini sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa
perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah hak dilanggar, tetapi harus
dimulai sejak tahap pencegahan.*® Dalam konteks uang elektronik, pencegahan
diwujudkan melalui pengawasan oleh Bank Indonesia dan kewajiban

penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) oleh penyelenggara.

Selain itu, penerapan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi (UU PDP) memperkuat posisi konsumen sebagai subjek hukum.*:
Dengan adanya pengaturan tersebut, setiap data pribadi yang dikumpulkan dan
digunakan oleh penyelenggara jasa keuangan (PJP) wajib mendapatkan
persetujuan eksplisit dari pengguna. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan
hukum terhadap konsumen tidak lagi sebatas hak ekonomi, melainkan juga hak

konstitusional atas privasi dan keamanan informasi.

39 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan
Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Digital, Jakarta, 2022.

40 Kevin Yulio Tan, “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Pembayaran Uang
Elektronik, ” Jurnal limiah Fakultas Hukum 15, No. 3 (2025), him. 134-137.

41 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Data Pribadi, Jakarta, 2022..
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2.4 Tinjauan Umum Tentang Pelindungan Data Pribadi

2.4.1 Definisi Data Pribadi dalam Undang-Undang PDP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data
pribadi (Undang-Undang PDP ) dalam Pasal 1 bahwa data pribadi adalah data
tentang orang perorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara
tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Menurut JDIH Kemkominfo, Data Pribadi adalah perseorangan tertentu yang
disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
pelindungan data pribadi pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang
merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. pelindungan data pribadi
pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri
pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan

dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi pribadi.*?

Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 71 tahun 2019
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang
administrasi kependudukan mengatur mengenai data pribadi penduduk yang
harus dilindungi memuat beberapa hal yaitu:

a) Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental,

b) Sidik jari,

c) Iris mata

d) Tandatangan, dan

e) Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Dalam pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, informasi data pribadi
yang terdiri dari nama, email, Nomor telepon genggam merupakan data yang
sangat berharga karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam dunia bisnis.
Hal tersebut dinamakan digital dossier atau berkas digital yang merupakan

kumpulan informasi data pribadi yang dimiliki oleh sebagian

42 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH), "Definisi dan Perlindungan Data Pribadi," 2023.
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besar bahkan seluruh pihak swasta yang sangat beresiko terjadinya
pelanggaran hak privasi atas data pribadi seseorang.*®

2.4.2 Asas-Asas Pelindungan Data Pribadi

Asas Asas Pelindungan Data Pribadi Undang-Undang Pelindungan Data
Pribadi berasaskan:

1) Pelindungan

Yang dimaksud dengan "asas pelindungan” adalah bahwa setiap pemrosesan
Data Pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data
Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak
disalahgunakan.

2) Kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum™ adalah bahwa setiap
pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk
mewujudkan Pelindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung
sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

3) Kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum™ adalah bahwa dalam
menegakan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan
umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain
kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.
4) Kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa pengaturan
Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional,

khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

4 Kukuh Tejomurti et al., “Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users’
Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology,” Padjadjaran Jurnal llmu Hukum 6,
No. 3 (2019): him. 485.
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5) Kehati-hatian;

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa para pihak yang
terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus
memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.

6) Keseimbangan;

Yang dimaksud dengan ‘“asas keseimbangan" adalah sebagai upaya

Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi

di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.

7) Pertanggungjawaban;

Yang dimaksud dengan "asas pertanggungjawaban" adalah bahwa semua pihak

yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara

bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan

kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.

8) Kerahasiaan.

Yang dimaksud dengan "asas kerahasiaan” adalah bahwa Data Pribadi

terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan

Data Pribadi yang tidak sah.

2.4.3 Hak Subjek Data Pribadi

Sebagai Upaya memberikan pelindungan data pribadi dan menjamin hak dasar
warga negara terkait data pribadi, Undang- Undang Pelindungan Data Pribadi
mengatur hak pemilik data pribadi.

1) Hak mendapatkan kejelasan atas penggunaan data pribadi Pasal 5 Undang-
Undang PDP, Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang
kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan
penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data

pribadi
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Hak Mengubah data pribadinya menjadi akurat Undang-Undang PDP,
Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau
memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang
dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.

Hak akses dan salinan data pribadi

Pasal 7 Undang-Undang PDP, Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan
akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Subjek Data Pribadi berhak
mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Menghapus datanya

Pasal 8 Undang-Undang PDP, Subjek Data Pribadi berhak untuk
mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi
tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak membatalkan persetujuan pemrosesan data pribadi

Pasal 9 Undang-Undang PDP, Subjek Data Pribadi berhak untuk menarik
kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah
diberikan kepada pengendali data pribadi.

Hak mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi secara otomatis
Pasal 10 Undang-Undang PDP, Subjek Data Pribadi berhak untuk
mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya
didasarkan pada pemrosesan secara otomatis,termasuk
pemrofilan,yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan
pada dirinya.

Hak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi

Pasal 11 Undang-Undang PDP, Subjek Data Pribadi berhak menunda atau
membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan
tujuan pemrosesan data pribadi.

Hak menggugat dan menerima ganti rugi

Pasal 12 Undang-Undang PDP, Subjek Data Pribadi berhak untuk
menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data
pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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9) Hak mendapatkan dan menggunakan data pribadi tentang dirinya

Pasal 13 Undang-Undang PDP, Hak pemilik data pribadi yang kesembilan
adalah hak untuk mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi
tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai
dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau format yang
terbaca oleh sistem elektronik. Subjek Data Pribadi juga berhak
menggunakan dan mengirimkan data pribadinya ke pengendali data
pribadi lainnya.

2.4.4 Larangan dan Sanksi Penyalahgunaan Data Pribadi

Larangan dan sanksi penyalahgunaan data pribadi diatur secara tegas dalam
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (Undang-Undang PDP).

Berdasarkan Pasal 65 undang-undang pelindungan data pribadi.

1. . .
Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau

mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk
menggantungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan
kerugian subjek data pribadi.**
2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data
pribadi yang bukan miliknya
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi
yang bukan miliknya.
Undang-Undang pelindungan data pribadi mengamanatkan pembentukan
lembaga pelindungan data pribadi di bawah presiden. Lembaga pelindungan
data pribadi diatur dalam Pasal 58 dan 60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 Tentang pelindungan data Pribadi, lembaga ini memiliki sejumlah fungsi
dan tugas, diantaranya, merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi
pelindungan data pribadi, pengawasan penyelenggaraan pelindungan data
pribadi. penegakan hukum administratif terhadap penyelenggara undang-
undang pelindungan data pribadi, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa

diluar pengadilan (out of court) terkait perlindungan

4 Tari Oktaviani dan Nibras Nada Nailufar, “UU Pelindungan Data Pribadi: Jenis Data dan
Sanksi Pidananya,” Kompas.com, 2023. Diakses 1 September 2025, pukul 10.00 WIB.
https://www.kompas.com



https://www.kompas.com/

30

data pribadi di ranah digital.** Terdapat beberapa sanksi hukum terkait

pelindungan data pribadi, yaitu:

1. Sanksi administrasi dalam Pasal 57 Undang-Undang PDP, berupa:

a) Peringatan tertulis

b) Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi

c) Penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau

d) Denda administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan atau
penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran

2. Saksi pidana dalam Pasal 65 sampai Pasal 70 Undang-Undang PDP, berupa:

Sanksi pidana dikenakan kepada orang perseorangan atau korporasi yang

melakukan pelanggaran serius seperti pengumpulan, pengungkapan, atau

penggunaan data pribadi secara melawan hukum, serta pemalsuan data pribadi.

Jenis sanksi pidana meliputi:

a) Pidana penjara maksimal antara 4 hingga 6 tahun

b) Denda maksimal antara Rp 4 miliar hingga Rp60 miliar

c) Pidana tambahan bagi korporasi berupa perampasan keuntungan atau

pembekuan usaha hingga pembubaran korporasi.

2.4.5 Relevansi Pelindungan Data Pribadi Terhadap Uang Elektronik

Dalam konteks penelitian ini, pelindungan data pribadi memiliki relevansi
langsung terhadap penggunaan uang elektronik. Transaksi uang elektronik
mengharuskan pengguna memberikan data pribadi seperti nama, Nomor
identitas, alamat email, Nomor telepon, hingga data keuangan. Semua
informasi ini tersimpan dalam sistem elektronik penyelenggara, yang memiliki
risiko kebocoran atau penyalahgunaan.

Oleh karena itu, setiap penyelenggara jasa keuangan (PJP) wajib tunduk pada
prinsip-prinsip Undang-Undang PDP. Hal ini menjadi bentuk perlindungan
hukum preventif terhadap konsumen digital. Apabila terjadi kebocoran data
atau penyalahgunaan, maka konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban
hukum berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang PDP tentang ganti

rugi. Dengan

4 “Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi,” SIPLawFirm.id,
2023. Diakses 1 September 2025, pukul 10.00 WIB. https://siplawfirm.id/sanksi-hukum-dalam-
undang-undang-perlindungan-data-pribadi/?lang=id
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demikian, pengaturan pelindungan data pribadi dan pengawasan terhadap

penyelenggara jasa keuangan (PJP) saling melengkapi dalam menciptakan

sistem pembayaran digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.

2.5 Kerangka Pikir

PBI 23/6/PBI1/2021

Penyedia jasa pembayaran

Undang-Undang No 27 Tahun 2022
Tentang Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan data pribadi dalam

transaksi elektronik

kewajiban dan tanggung
jawab  penerbit  uang
elektronik berdsarkan
Pasal 27 dan pasal 28 PBI
No. 23/6/PBI1/2021?

Bentuk pelindungan data
pribadi konsumen dalam
transaksi uang elektronik
menurut UU No. 27
Tahun 2022?

Keterangan:

Hambatan Perlindungan
hukum konsumen uang
elektronik?

Berdasarkan kerangka pikir penelitian ini, fokus utama adalah mengidentifikasi

dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi uang

elektronik melalui dua instrumen utama, yaitu Peraturan Bank Indonesia

Nomor 23/6/PBI1/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran dan Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. PBI

mengatur kewajiban penyelenggara jasa pembayaran

keamanan transaksi dan melindungi data

dalam  menjaga
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konsumen, sedangkan Undang-Undang PDP mengatur hak subjek data,
kewajiban pengendali data, serta mekanisme pertanggungjawaban atas
pelanggaran. Dari kerangka pikir ini, penelitian mengidentifikasi tiga hal:
kewajiban dan tanggung jawab penerbit uang elektronik dalam menjaga
kerahasiaan data dan memberikan ganti rugi, bentuk pelindungan data pribadi
konsumen menurut Undang-Undang PDP, serta hambatan dalam pelaksanaan
perlindungan hukum baik dari sisi regulasi maupun praktik. Dengan
pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran sistematis
mengenai hubungan norma hukum, implementasi pelindungan data, dan
kendala yang ada, sehingga efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen

dapat dinilai secara jelas.



I11.  METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses berpikir dan bertindak secara logis, murni dan
sistematis untuk menganalisis gejala yuridis,peristiwa hukum, atau fakta empiris
di sekitar kita,*® tujuannya adalah untuk merekonstruksi dan mengungkapkan
kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian
hukum menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk
mempelajari cara melakukan penelitian hukum secara sistematis, metode
penelitian menjadi alat untuk mengidentifikasikan masalah dengan menerapkan
pendekatan yang tepat, sehingga solusi yang efektif dapat ditemukan. Proses ini
mencakup pendekatan terhadap masalah, penentuan metode pengumpulan,

analisis, dan pengolahan data.*’

3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan literatur
hukum.penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian kepustakaan
(library research), karena bahan utama yang digunakan adalah bahan hukum
yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pendapat

para ahli hukum.

3.2 Tipe Penelitia
Tipe penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Deskriptif berarti penelitian ini
bertujuan untuk menggambarkan secara rinci mengenai peraturan hukum
yang berkaitan dengan uang elektronik dan pelindungan data pribadi, analitis
berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan, tetapi juga menganalisis
sejauh mana ketentuan PBI Nomor 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang

Nomor. 27 Tahun 2022 memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

46 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2024), him. 52-54.
47 Ibid, hlm.53.



3.3

3.4

34

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengkaji

ketentuan dalam PBI Nomor 23/6/PBI1/2021 dan Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi, pendekatan konseptual

(conceptual approach), yaitu mengkaji konsep dan teori perlindungan hukum

serta pelindungan data pribadi yang relevan dengan penelitian.*®

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data

yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh ini berupa

dokumen, arsip, literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat

teoritis dan konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas

hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian. Data yang digunakan peneliti

dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat

mengikat seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum,

serta dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.*

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor. 23/6/PBI1/2021 Penyelenggara Jasa
Pembayaran

b. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi

¢. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

d. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi

elektronik.

2. Bahan hukum sekunder

4 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), him. 157-159.

49 peter mahmud marzuki, penelitian hukum (jakarta: kencana, 2006), him.141.
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Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan
tambahan terkait bahan hukum primer,>® contohnya termasuk buku hukum,
jurnal hukum, doktrin atau pendapat para ahli, dan karya ilmiah yang relevan
dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang
memperjelas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum
sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal,
dan pendapat para ahli yang relevan untuk mendukung dan melengkapi
pemahaman tentang membahas uang elektronik, perlindungan konsumen, dan
pelindungan data pribadi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang melengkapi bahan hukum primer
dan sekunder, ini mencakup tulisan-tulisan seperti kamus, ensiklopedia,
artikel, sumber internet, dan informasi lain yang relevan dengan topik
penelitian. Dengan kata lain, bahan hukum tersier memberikan konteks
tambahan dan informasi pendukung untuk memperdalam pembahasan
tentang masalah yang diteliti.>*

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier yang mendukung pembahasan dalam
penelitian ini. Data diolah melalui beberapa tahap:

1. Inventarisasi bahan hukum yang relevan, Tahap ini mencakup pemilihan
dan pengumpulan semua bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.
2. Klasifikasi sesuai subjek penelitian, Bahan hukum yang sudah
diinventarisasi dikelompokkan sesuai dengan subjek dan rumusan masalah
penelitian, misalnya diklasifikasikan ke dalam bahan hukum yang mengatur

perlindungan konsumen dan bahan hukum yang mengatur data pribadi.

0 Johny ibrahim, teori dan metodologi penelitian hukum normatif (surabaya:

bayumedia, 2008), him. 295.

1 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 157-159.
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3. Sistematisasi bahan hukum agar tersusun runtut dan mudah dianalisis,
Bahan hukum yang sudah diklasifikasikan disusun secara runtut dan logis
agar mudah untuk dianalisis dan dibahas coba.>?

Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data penelitian hukum pada umumnya meliputi beberapa
tahap:

1. Pemeriksaan data (editing), yang bertujuan memastikan data lengkap dan
relevan dengan isu penelitian,

2. Pengklasifikasian data sesuai subjek dan pertanyaan penelitian, serta
sistematisasi data untuk disusun secara runtut untuk memudahkan analisis
dan penarikan kesimpulan.

3. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan menguraikan data
secara logis dan sistematis sehingga memudahkan interpretasi.®

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum kualitatif dilakukan dengan cara
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut,
logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi
data serta pemahaman hasil analisis. Analisis kualitatif dalam penelitian
hukum bersumber pada bahan hukum, konsep, teori, peraturan perundang-

undangan, doktrin, prinsip hukum, dan pendapat pakar.>*

52 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023),

hlm.34-36.

>3 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), him. 182-183.

> |Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta

Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2022), him. 70-72.



V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai

Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Uang Elektronik

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 dan Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dapat

disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Dalam transaksi elektronik ini telah memberikan dasar perlindungan hukum
bagi konsumen pengguna uang elektronik, khususnya melalui kewajiban
penyelenggara jasa pembayaran untuk menjaga keamanan sistem dan
kerahasiaan data pengguna serta bertanggung jawab atas kerugian yang
timbul akibat kesalahan sistem. Namun demikian, pengaturan tersebut
masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan standar teknis minimum
keamanan sistem maupun mekanisme kompensasi otomatis yang jelas bagi
konsumen, sehingga efektivitas perlindungan hukum belum sepenuhnya
optimal dalam praktik.

2. Berdasarkan peraturan mengenai data pribadi hal ini sudah memperkuat
posisi hukum sebagai subjek data dengan mengatur hak-hak data secara
komprehensif, kewajiban pengendali data prosesor data, serta sanksi
administratif dan pidana atas pelanggaran pelindungan data pribadi. Dalam
konteks transaksi uang elektronik, ketentuan dalam undang-undang ini
memberikan perlindungan yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan data
pribadi. Akan tetapi, dalam implementasi nya masih terdapat tantangan

berupa rendahnya tingkat kepatuhan sebagai penyelenggara, keterbatasan
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pengawas, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak
pelindungan data pribadi

3. Hambatan dalam Pelaksanaan perlindungan hukum konsumen dalam
transaksi uang elektronik masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain
belum optimalnya harmonisasi pengaturan antara PBI dan Undang-Undang
pelindungan data pribadi, lemahnya koordinasi lintas lembaga pengawas,
perbedaan keamanan antara penyelenggara, serta belum adanya sistem
penyelesaian kerugian yang cepat dan responsif bagi konsumen. Kondisi ini
menunjukan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, efektivitas
perlindungan hukum sangat bergantung pada konsistensi pengawasan,
integritas kebijakan, serta penguatan mekanisme perlindungan praktis bagi

konsumen.

5.2 Saran

1. Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran perlu memperkuat
implementasi PBI Nomor 23/6/PBI1/2021 dengan menetapkan standar teknis
minimum keamanan sistem, kewajiban pelaporan insiden kebocoran data
secara cepat, serta pengaturan mekanisme kompensasi otomatis bagi
konsumen yang mengalami kerugian akibat gangguan sistem. Selain itu,
koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga pelindungan data
pribadi perlu ditingkatkan guna mewujudkan pengawasan yang terpadu.

2. penyelenggara jasa pembayaran uang elektronik diharapkan meningkatkan
kepatuhan terhadap ketentuan pelindungan data pribadi melalui penguatan
tata kelola keamanan informasi, penerapan prinsip pelindungan data sejak
tahap perancangan sistem (privacy by design), serta penyediaan mekanisme
pengaduan yang mudah diakses dan responsif bagi konsumen.

3. pemerintah dan lembaga terkait perlu meng intensifkan edukasi publik
mengenai hak-hak subjek data pribadi dan prosedur pengaduan apabila
terjadi pelanggaran dalam transaksi uang elektronik, agar konsumen
memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi serta mampu melindungi

kepentingannya secara efektif.
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